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Ilmanbahri Widyananda Mansyur (B11113592). Tugas dan Fungsi 
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibimbing oleh Andi 
Pangerang, selaku pembimbing I dan Muh. Hasrul, selaku pembimbing 
II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan 
fungsi dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan untuk mengetahui 
hambatan dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dewan Pertimbangan 
Otonomi Daerah.  
Penelitian ini dilakukan di Kemendagri RI, DPD RI, dan DPR RI. Dengan 
metode wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan. 
Hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai pelaksanaan tugas dan 
fungsi dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah masih dinilai belum 
optimal adanya. Dari tugas dan fungsi yang diamahkan peraturan 
perundang-undangan hanya tugas penataan daerah, dan juga tugas 
pertimbangan untuk dana perimbangan antara pusat dan daerah yang 
pernah terlaksana. Mengenai faktor yang mempengauhi pelaksanaan 
tugas dan fungsi dari DPOD tersebut yakni, adanya faktor hukum itu 
sendiri dengan tidak adanya peraturan pelaksanaan yakni RPP Disertada 
(Rancangan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan Daerah) bagi 
DPOD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Adanya faktor penegak 
hukumnya atau aparatur yang sulit menyesuikan jadwal dan agenda 
sidangnya. Dan yang terakhir faktor masyarakat atau lembaga lain yang 
menjadi objek pelaksanaan tugas dan fungsi dari DPOD tersebut, yakni 
kurang komunikatifnya daerah yang berselisih dengan lembaga-lembaga 







Ilmanbahri Widyananda Mansyur (B11113592). Duties and Functions 
of the Regional Autonomy Advisory Council Based on Law no. 23 of 
2014 on Regional Government, led by Andi Pangerang, as a mentor I 
and Muh. Hasrul, as a mentor II. 
This study is aimed to determine the implementation of duties and 
functions of the Regional Autonomy Advisory Council and to determine the 
obstacles of the implementation of duties and functions of the Regional 
Autonomy Advisory Council. 
This research was conducted in Kemendagri RI, DPD RI, and DPR RI by 
interview method to obtain the necessary data. 
The results obtained by the authors regarding the implementation of duties 
and functions of the Regional Autonomy Advisory Council is still 
considered not optimal. Of the duties and functions that the law regulates 
only The duties of regional restructuring, as well as the duties of 
consideration for the balance fund between the center and the region that 
has been done. Regarding the factors that influence the implementation of 
the duties and functions of the DPOD, that is, the existence of the legal 
factor itself in the absence of implementing regulations namely RPP 
Disertada (draft Regulation of the Government of Great Design of 
Regional Arrangement) for DPOD to carry out its duties and functions. The 
existence of law enforcement factors which makes it difficult for the 
apparatus to adjust their schedule and meeting agenda. And the last factor 
of society or other institutions that become the object of execution of 
duties and functions of the DPOD, which is less communicative areas, 
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A. Latar Belakang 
Indonesia secara geografis memiliki wilayah yang cukup luas dan 
terdiri dari jutaan barisan pulau-pulau. Berdasarkan hal tersebut, awal 
digagasnya sebuah Negara yang bernama Indonesia ini, para Bapak 
Pendiri Bangsa (The Founding Fathers) kita terus memikirkan konsep 
bernegara yang sesuai diterapkan di Negara yang cukup luas ini, agar 
tetap dapat menjaga integrasi bangsa satu sama lainnya. Sehingga, 
lahirlah sebuah konsensus kebangsaan yang dituangkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni konsep 
Negara Kesatuan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Agoes Salim1 yang 
menyatakan bahwa pada umumnya tidak ada yang menginginkan 
provinsialisme dan separatisme. Melainkan mayoritas menginginkan 
Negara Kesatuan. Sehingga dituangkanlah di dalam Pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 
1945 bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 
Konsekuensi logis dengan lahirnya konsensus bernegara  tersebut, 
maka yang harus dipikirkan kemudian mengenai penyelenggaraan 
pemerintahan pada daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang ada. Hal ini 
                                                          
1 Yudi Latief, 2011, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, 
PT. Gramedia Pustaka Utama;Jakarta, Hal. 336 
2 
 
sejalan dengan pernyataan Bhenyamin Hoessein2 yakni pemerintah pusat 
tidak mungkin menyelenggarakan semua urusan pemerintahan 
ditangannya secara sentralistik maka dari itu perlu penyerahan urusan 
kewenangan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Pangerang Moenta3 
dalam bukunya yakni, dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam arti 
luas, dikenal dua asas yakni asas keahlian dan asas kedaerahan. Asas 
keahlian dapat dilihat dari keterlibatan para ahli diberbagai departemen 
atau kementerian di tingkat pusat maupun dinas-dinas dan kantor-kantor 
wilayah yang ada di daerah. Tetapi tidak semua masalah negara dapat 
diselenggarakan oleh pemerintah pusat, berhubung kian berkembang dan 
berbeda-bedanya kepentingan yang ada di daerah. Hal inilah yang 
menyebabkan munculnya asas kedaerahan yang berwujud dekonsentrasi 
dan desentralisasi. 
Pernyataan diatas sejalan dengan (UUD NRI) Tahun 1945 
menyangkut konsep otonomi tersebut, sebagai landasan konstitusional, 
Negara mengakui hak otonomi bagi tiap daerah untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri dalam mewujudkan cita bernegara 
dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan. Sebagaimana termaktub 
dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, yaitu: 
  
                                                          
2 Bhenyamin Hoessein, dalam Didik Sukriono, 2013, Hukum Konstitusi dan Konsep 
Otonomi, Setara Press;Malang. Hal. 129-130    
3 A. Pangerang Moenta, 2016, Permusyawaratan dan DPRD (Analisis Aspek Hukum dan 
Produk Permusyawaratan), Publishing Media;Malang, Hal 33 
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1. Negara Kesatuan Republik Indnesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah. 
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan.**)   
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota  
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya  dipilih  melalui  pemilihan umum.** )   
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 
demokratis.**)   
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali  urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 
ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)   
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan  
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan.** )   
7. Susunan    dan  tata  cara  penyelenggaraan  pemerintahan  
daerah  diatur  dalam undang-undang.** )   
 
Jika ditinjau secara historis, eksistensi pemerintahan daerah sudah 
diakui sejak pasca di proklamirkannya Indonesia sebagai negara yang 
merdeka. Sebagai negara yang baru saja merdeka dan masih melakukan 
pembenahan mengenai berbagai perangkat ketatanegaraan termasuk 
urusan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memang 
belum lengkap adanya. Untuk menghadapi hal tersebut berdasarkan 
ketentuan pasal II aturan peralihan UUD NRI Tahun 1945 maka produk 
hukum yang lama sebelum dinyatakan beralihnya pemerintahan tetap 
diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut hingga dibuatnya 
undang-undang yang baru. Produk hukum Belanda yang diberlakukan 
untuk mengatur pemerintahan daerah adalah Decentralisatie Wet tahun 
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1903. Yang  di undangkan tanggal 23 juli 1903.4 Jadi, pasca kemerdekaan 
regulasi yang dijadikan pedoman dalam mengelola pemerintahan daerah 
itu menggunakan Decentralisatie Wet 1903 hingga dilahirkannya 
peraturan pertama mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1945. 
Transformasi peraturan perundang-undangan mengenai 
Pemerintahan daerah memiliki dinamikanya tersendiri. Sebagaimana 
dikatakan Mahfud MD bahwa politik hukum otonomi daerah senantiasa 
digariskan melaui proses eksperimen yang tak pernah selesai, yaitu selalu 
berubah dan diubah sesuai dengan perubahan konfigurasi politik.5 Hal ini 
terjadi dari masa ke masa. mulai dari masa orde lama, orde baru, hingga 
pada masa reformasi.  
Pada masa orde baru ada pergeseran terhadap pengakuan 
keberadaan pemerintahan daerah dengan menerapkan sistem sentralistik 
yang dimuat di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang 
Pemerintahan Daerah. Secara otomatis mereduksi peran pemerintah 
daerah untuk mengurusi rumah tangganya. Hal ini bertentangan dengan 
konsep Mohammad Hatta6 yakni salah satu bentuk kedaulatan rakyat 
yaitu dengan memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan nasibnya 
yang tidak hanya bergantung pada pucuk pimpinan negeri.  
                                                          
4 Sudono Syueb, 2008, Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah sejak Kemerdekaan 
sampai Era Reformasi, Lakbang Mediatama: Surabaya, Hal 35 
5 Mahfud MD, dalam Didik Sukriono, Loc. Cit.Hal 125 
6 Didik Sukriono, Ibid.  
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Dalam dinamikanya sebagai salah satu bentuk keseriusan 
pemerintah pusat dalam hal pengakuan terhadap pemerintahan daerah 
kembali direalisasikan pada masa reformasi, yakni dengan kembali 
mengakomodir pemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi yang 
secara normatif di muat di dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang 
pemerintahan daerah. Desentralisasi secara umum dikenal dalam bentuk 
desentralisasi teritorial atau kewilayahan dan desentralisasi fungsional. 
Desentralisasi teritorial biasa diartikan pelimpahan wewenang dari 
pemerintah pusat kepada daerah dalam Negara. Adapun desentralisasi 
fungsional yakni secara langsung berhubungan dengan kepentingan 
masyarakat.7 Kedua konsep desentralisasi tersebut yang diadopsi ke 
dalam peraturan perundang-undangan dan terus mendapat revisi untuk 
penyempurnaannya hingga terakhir dibentuknya UU No 23 Tahun 2014. 
Hal tersebut dilakukan sebagai inti dari pelaksanaan otonomi daerah 
adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk selalu 
menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas prakarsa, kreativitas dan 
peran serta yang aktif oleh masyarakat dalam rangka mengembangkan 
dan memajukan daerahnya.8 
Menurut Made Suwandi,9 upaya mengoptimalkan kemampuan 
pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya, secara filosofis 
                                                          
7 Siswanto Sunarno, 2006, Cetakan Pertama, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, 
Sinar Grafika;Jakarta. Hal. 52  
8Aminuddin Ilmar, 2014, Membangun Negara Hukum Indonesia, Phinatama 
Media;Makassar,. Hal 77 
9 Made Suwandi, dalam Didik Sukriono, Loc.Cit. Hal. 130 
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diperlukan pemahaman elemen-elemen dasar pemerintahan daerah 
sebagai sebuah entitas pemerintahan. Adapun 7 elemen tersebut, yaitu :  
1. Kewenangan atau urusan pemerintahan.  
2. Kelembagaan.  
3. Personil.  
4. Keuangan Daerah.  
5. Perwakilan Daerah.  
6. Pelayanan Publik.  
7.Pembinaan dan Pengawasan. 
Berdasarkan ketujuh elemen dasar tersebut dalam hal 
pengoptimalan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada beberapa 
poin yang menjadi elemen dan periu dipersiapkan oleh pemerintah daerah 
dan ada beberapa poin juga yang menjadi domain pemerintah pusat 
seperti diantaranya dalam hal kelembagaan, pembinaan dan 
pengawasan.  
Untuk memenuhi satu dari beberapa elemen dasar dalam hal 
penyelenggaraan otonomi daerah dan juga untuk meminimalisir adanya 
masalah dalam hal minimnya supervisi dari pemerintah pusat sehingga 
menimbulkan kreatifitas bagi daerah untuk menerjemahkan dan 
mengimplementasikan sendiri otonomi daerah tersebut.10 maka diperlukan 
suatu bentuk pembinaan dan pengawasan khusus terhadap 
penyelenggaraan otonomi daerah. Maka dibentuklah Dewan 
                                                          
10 Aminuddin Ilmar,  Loc.Cit Hal 76 
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Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang pertama kali dituangkan 
dalam UU No. 5 tahun 1974 merupakan salah satu wujud pemerintah 
pusat dalam memenuhi salah satu elemen dasar tersebut. 
Hal tersebut terus dilakukan pembenahan, evaluasi dan 
penyempurnaan mengenai peran DPOD dalam mengoptimalkan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.11 Terakhir di amanahkan di 
dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah yang baru yakni UU No. 23 
tahun 2014 untuk mendapat penguatan kedudukannya. 
DPOD, yang memiliki tugas sebagaimana yang tertuang di dalam UU 
No. 23 Tahun 2014 yakni memberikan pertimbangan kepada presiden 
mengenai rancangan kebijakan yang meliputi: 
1. Penataan daerah 
2. Dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. 
3. Dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
daerah; dan 
4. Penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan/atau perselisihan antara daerah 
dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.  
 
Fungsi DPOD sebagaimana yang ada pada pasal 4 Peraturan 
Presiden No. 91 Tahun 2015 tentang DPOD, yakni :  
1. Untuk melaksanakan tugasnya, DPOD menyelenggarakan fungsi: 
a. Pemberian pertimbangan terhadap hasil penilaian dan kajian 
atas usulan pembentukan daerah; 
b. Pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan 
penyelesaian permasalahan yang diakibatkan oleh adanya 
pembentukan daerah dan penyesuaian daerah; 
c. pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana dalam 
rangka penyelenggaraan otonomi khusus yang terdiri dari dana 
                                                          




otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur serta dana 
keistimewaan; 
d. pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana bagi 
hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus untuk setiap 
tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 
e. Pemberian pertimbangan atas kebijakan penyelesaian 
permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah dan/atau perselisihan antara daerah 
provinsi/kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga 
pemerintah non kementerian. 
2. Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPOD dapat 
memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan dana desa. 
 
Tugas dan fungsi DPOD perlu dipertimbangkan adanya. Karenakan 
memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam melakukan pengawalan 
terhadap perkembangan yang ada di daerah. Di dalam pemberian 
kebijakan dari pemerintah pusat kepada daerah seperti pemberian dana 
perimbangan kepada suatu daerah harus melalui pengkajian yang 
dilakukan DPOD. Selain itu juga perlunya pengkajian khusus yang 
dilakukan DPOD di dalam pembentukan dan penyesuaian daerah, jika ini 
tidak berjalan atau di tiadakan perannya dapat mengakibatkan lahirnya 
daerah-daerah yang tidak layak untuk menjadi sebuah daerah hanya 
karena pertimbangan politis semata. Serta dapat terjadi juga 
kecemburuan sosial mengenai pembagian dana perimbangan dari 
pemerintah pusat kepada daerah dikarenakan tidak adanya dewan atau 
lembaga khusus yang melakukan pengkajian dan pengawalan tersebut 
yang dapat memberikan pertimbangan kepada presiden atau pemerintah 
pusat dalam pembagian atau perimbangan dana. Maka dari itu perlu 
penguatan terhadap lembaga ini. 
9 
 
Namun, jika ditinjau salah satu dari tugas DPOD yang diamanahkan 
UU dalam hal penataan daerah, tidak terdapat pengaturan yang jelas 
pada Bab VI mengenai Penataan Daerah UU No. 23 Tahun 2014 
menyangkut peran strategis DPOD di dalamnya. Sehingga dapat 
mengakibatkan kurang jelasnya kedudukan serta keterlibatan DPOD pada 
pemberian pertimbangan tentang penataan daerah. Sesuai dengan 
rumusan Pasal 31 Ayat (3), penataan daerah terdiri atas dua macam 
yaitu: (a) pembentukan daerah dan (b) penyesuaian daerah. Pada pasal 
32 Ayat (1), pembentukan daerah dapat berupa (a) pemekaran daerah 
dan (b) penggabungan daerah. Mekanisme yang diatur mengenai kedua 
hal tersebut, Setelah memenuhi persyaratan administrasi dan dasar 
kewilayahan maka gubernur mengajukan kepada pemerintah pusat dan 
pemerintah pusat menindaklanjuti bersama dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia (DPD RI) untuk dibuatkan Tim Kajian.12 Jadi, tidak 
diatur secara eksplisit mengenai keterlibatan DPOD di dalamnya sehingga 
dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari 
DPOD tersebut.  
Pada pasal 397 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 juga mengatur 
mengenai komposisi atau susunan keanggotaan DPOD. Yakni:  
a. Wakil Presiden selaku ketua,  
b. Menteri selaku sekretaris,  
                                                          
12 Pasal 38 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014.  
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c. para menteri terkait sebagai anggota, dan  
d. perwakilan kepala daerah sebagai anggota.  
Jika ditinjau juga dari komposisi keanggotaan DPOD yang diisi oleh 
orang-orang yang rangkap jabatan atau secara ex officio menduduki 
keanggotaan tersebut, hal ini juga yang dapat menghambat kinerja dari 
Dewan ini.  
Hal ini sejalan dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi 
DPOD, yakni: di dalam pengambilan keputusan pada sidang DPOD tidak 
menghasilkan keputusan yang komprehensif/memadai dari seluruh 
anggotanya dikarenakan hampir semua sidang yang dilaksanakan oleh 
DPOD tidak dihadiri oleh menteri terkait sebagai anggota DPOD. Tetapi 
hanya diwakilkan kepada staf menteri yang di tunjuk.13  
Berdasarkan permasalahan di atas maka dari itu penulis mencoba 
mengkaji mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi DPOD tersebut untuk 
lebih memperjelas tugas, fungsi, dan eksistensinya dalam mengawal 
perkembangan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu penulis 
mengangkat Judul “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan 
Pertimbangan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. 
 
 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 
penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan 
Pertimbangan Otonomi Daerah?  
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan 
fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah? 
 
C. Tujuan Penelitian.  
Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan 
Otonomi Daerah. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 
 
Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini yang di harapkan oleh 
penulis, yaitu :  
1. Agar tulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 
dalam perkembangan ilmu hukum terutama ilmu hukum tata 
negara. 
2. Agar tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 
referensi baik bagi para akademisi maupun praktisi dalam 
bidang pengkajian yang sama. 
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3. Agar tulisan ini mampu memberikan bahan pertimbangan di 
dalam pembentukan dan penyempurnaan peran dan fungsi 
lembaga. Khususnya lembaga yang mengawal, mengawasi 
























A. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah.  
1. Pengertian Otonomi Daerah.  
Otonomi secara etimologi berasal bahasa Yunani dari kata autos dan 
nomos. Kata pertama berarti “Sendiri” sedangkan kata kedua berarti 
“Perintah” sehingga otonomi bermakna memerintah sendiri.14 
Menurut KBBI15 bahwa otonomi adalah Pemerintahan sendiri;-- 
daerah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 
mengurusi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Menurut J.A.H. Logemann mengatakan bahwa otonomi ialah 
kebebasan bergerak yang diberikan kepada persekutuan-persekutuan 
hukum yang memerintah sendiri (zelfregeerendegemeenschappen); Ahli 
hukum tata negara lainnya turut berpendapat C.J Franssen, J. van 
Zwijndregt dan H.J. van Mollen mengatakan bahwa otonomi ialah hak 
untuk mengatur urusan-urusan daerah atau setempat dan juga 
menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.16 
Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 
Daerah, Otonomi daerah berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
                                                          
14 Sirajuddin, (Et.Al), 2016, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara 
Press;Malang, Hal 3 
15 https://kbbi.kemdikbud.go.id. 
16 M.Burizalti, 2013, Hukum Pemda otonomi daerah dan implikasinya, Total Media; 
Yogyakarta. Hal 94-95 
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otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Seperti yang ditelah di jelaskan di dalam UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah mengenai definisi operasional dari otonomi 
daerah itu sendiri, tidak memberikan kebebasan seluas-luasnya yang 
dalam artian kemerdekaan. Tetapi diberikan kebebasan yang terbatas 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap 
dalam bingkai Negara Kesatuan.  
Sebagaimana secara singkat dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon, 
bahwa hakikat otonomi daerah: berasal dari unsur kebebasan (bukan 
kemerdekaan: Independence; onafhankelijkheid)—Otonomi merupakan 
subsistem dari negara kesatuan.17 
Ada juga ahli yang mengatakan bahwa otonomi itu bukan kekhasan 
negara kesatuan. Menurut Amrah Muslimin, pada prinsipnya pengertian 
otonomi tidak hanya semata-mata intern pada negara kesatuan saja, 
tetapi otonomi dalam artian umum dan dogmatik juga terdapat dalam 
negara serikat, dimana otonomi itu lebih luas dari negara kesatuan.18  
Ada kekhawatiran ketika adanya otonomi yang luas dapat memecah 
belah atau dapat melahirkan keinginan untuk membentuk negara serikat. 
Oleh karena itu, Sunarko berpendapat otonomi harus tetap diliputi oleh 
                                                          
17 Philipus M. Hadjon, Et.All, dalam Titiek Triwulan, Et.all, 2011,  Edisi Pertama, Hukum 
Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, 
Kencana;Jakarta. Hal. 217   
18 Bagir Mannan, 2004, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) 
FH UII; Yogyakarta,. Hal 41  
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rasa kesatuan bangsa dan negara, yaitu sifat harus tetap otonomi unitaris 
dan jangan merupakan jalan untuk meuju ke arah pembangunan negara 
federal atau menimbulkan aliran kebebasan aliran-aliran separatisme 
kedaerahan.19 
Di Indonesia, konsep otonomi sudah jelas tertuang di dalam Pasal 18 
Ayat (1) dan Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Yang mengatur “Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah  Provinsi dan 
Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap 
Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang  
diatur dengan undang-undang”. Dan Ayat (5) mengatur mengenai 
“Pemerintahan daerah  menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintahan Pusat”. Artinya tetap terbingkai di dalam konteks 
Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya saja perlu pengawasan dan 
pemerataan pembangunan yang harus di ciptakan oleh pemerintah pusat 
agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang mengakibatkan munculnya 
gerakan-gerakan separatisme. 
2. Dasar Hukum Otonomi Daerah. 
Dasar hukum keberadaan otonomi daerah itu di atur di dalam 
peraturan perundang-undangan, adapun dasar hukum yang mengatur 
tentang otonomi daerah sebagai berikut : 
                                                          
19 Ibid  
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1. Dasar konstitusional ada pada pasal 18 ayat (1) – (7) dan pasal 
18 A ayat (1) dan (2) dan pasal 18 B ayat (1) dan (2).  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor 
XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, 
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya 
Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah dalam Kerangka NKRI 
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) IV/MPR/2000 
tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah.  
4. UU No. 1 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah 
5. UU No. 22 Tahun 1948 tetang Pemerintahan Daerah 
6. UU No. 1 Tahun 1957 tetang Pemerintahan Daerah 
7. UU No. 18 Tahun 1965 tetang Pemerintahan Daerah 
8. UU No. 5 Tahun 1974 tetang Pemerintahan Daerah 
9. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
10. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. 




12. Yang terakhir mendapat penyempurnaan dari Undang-Undang 
sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah.  
13. Ada juga Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 
14. Dan ada juga Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang 
Pemiliihan Kepala Daerah. 
Itulah semua yang menjadi dasar regulasi atau dasar hukum 
(peraturan perundang-undangan) yang menjadi dasar pelaksanaan 
Otonomi daerah mulai dari Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 
hingga kini. 
 
B. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Hubungan pemerintah pusat dan daerah perlu diperjelas adanya 
agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan satu sama lainnya. Jadi, 
perlu penyerahan kewenangan yang berbasis keadilan untuk tetap 
menjaga integrasi kebangsaan sehingga tidak dapat menimbulkan 
gerakan-gerakan separatis yang mendorong perpecahan satu sama lain. 
Menurut Didik Sukriono20, UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa 
pemerintah daerah diselenggarakan menurut prinsip 
permusyawaratan/demokrasi. Artinya secara administrasi pelaksanaan 
pemerintahan dilakukan dengan cara membuat kebijakan 
                                                          
20 DIdik Sukriono, Loc.Cit, Hal 135 
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desentralisasi/devolusi. Sehingga melahirkan daerah yang bersifat 
otonom, yakni pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus 
urusannya berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.  
Pada UU No. 23 Tahun 2014 ada 3 asas yang dituangkan dalam hal 
penyelenggaraan otonomi daerah guna mewujudkan amanah UUD NRI 
Tahun 1945. Yaitu,  
a. Asas Desentralisasi, yakni penyerahan Urusan Pemerintahan 
oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan 
Asas Otonomi.21 
b. Asas Dekonsentrasi, yakni pelimpahan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada 
instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur 
dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan 
pemerintahan umum.22 
c. Tugas Pembantuan, yakni penugasan dari Pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 
atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah 
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.23 
                                                          
21 Pasal 1 Ayat (8) UU No. 23 Tahun 2014. 
22 Pasal 1 Ayat (9) UU No. 23 Tahun 2014 
23 Pasal 1 Ayat (10) UU No. 23 Tahun 2014 
19 
 
Dari ketiga asas tersebut melahirkan beberapa pembagian urusan 
pemerintahan, yaitu  
a. Urusan Pemerintahan Absolut, yakni urusan pemerintahan 
yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.24  
b. Urusan Pemerintahan Konkuren, yakni Urusan 
Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan 
daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Dan urusan 
inilah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.25  
c. Urusan Pemerintahan Umum, yakni urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala 
pemerintahan.26 
Dan beberapa urusan Pemerintah absolut di dalam Pasal 10 UU 
No.23 Tahun 2014, yakni: 
(1) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 9 Ayat (2) meliputi : 
a. Politik Luar Negeri 
b. Pertahanan  
c. Keamanan  
d. Yustisi  
e. Moneter dan Fiskal Nasional  
f. Agama  
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemeritahan absolut 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat :  
a. Melaksanakan sendiri, atau  
b. Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di 
Daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
berdasarkan asas Dekonsentrasi. 
 
                                                          
24 Pasal 9 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 
25 Pasal 9 Ayar (3) dan Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 




Dan beberapa Urusan Pemerintahan Konkuren di dalam Pasal 11 
UU No. 23 Tahun 2014, Yakni : 
(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam 
Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas 
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 
(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar. 
(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan 
Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan 
Pelayanan Dasar. 
 
C. Pengertian Jabatan. 
Perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan.27 Jadi, 
struktur kelembagaan negara atau lembaga-lembaga negara tidak dapat 
di lepaskan dari kata “jabatan” karena merupakan satu kesatuan yang tak 
terpisahkan seperti yang dijelaskan di awal tadi. 
Jabatan dilekati hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk 
melakukan tindakan hukum akan tetapi jabatan tidak dapat berjalan 
sendiri dikarenakan jabatan hanyalah sebuah fiksi.28 Karena jabatan 
hanyalah sebuah fiksi maka di butuhkan sebuah entitas yang akan 
menjalankan hak dan kewajiban tersebut, maka dari itu diadakanlah 
pejabat yang akan bertindak untuk dan atas nama jabatan tadi.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)29 
                                                          
27 Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara edisi Revisi, PT. RajaGrafindo; Jakarta, 
Hal. 72. 




Jabatan/ja-bat-an/n ialah 1. Pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan 
atau organisasi: 2. Fungsi; 3. Dinas/Jawatan. Sedangkan  
Pejabat/Pe-Ja-bat-an ialah 1. Pegawai pemerintah yang memegang 
jabatan yang penting (unsur pimpinan), 2. Kantor; markas; jawatan.  
Menurut kamus Hukum (Law Disctionary)30 
Jabatan adalah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau 
organisasi; kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung 
jawab, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satu organisasi 
negara.  
Menurut E. Utrecht, yang menjalankan hak dan kewajiban yang 
didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantara 
pejabatnya. Jabatan Walikota berjalan (=menjadi konkret=menjadi 
bermanfaat bagi kota) oleh karena diwakili oleh Walikota.31 Dan menurut 
Logemann “het is dan door het ganse staatsrecht heen het ambt, waaraan 
plichten worden opgelegd, dat tot rechtshandelingen wordt bevoegd 
gemaakt. Plichten en rechten werken door, ongeacht de wisseling der 
ambtsdragers”.32 (Berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang 
dibebani dengan kewajiban, berwenang untuk melakukan perbuatan 
hukum, Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian 
pejabat).33 
                                                          
30 M.Marwan & Jimmy P, Loc.cit Hal. 302 
31 E. Utrecht, 1957, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar;Jakarta, Hal 202. Dapat 
juga dilihat di buku Ridwan HR, Op.Cit. Hal 76 
32 Logemann, 1954, Over de Theori van een Stellig Staatsrecht, Saksama;Jakarta, Hal. 
89 Dapat juga dilihat di buku Ridwan HR, ibid. Hal 77 
33 Merupakan terjemahan dari pernyataan Logemann. Ridwan HR, Op.Cit Hal 77 
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Antara jabatan dan pejabat itu memliki hubungan yang begitu erat 
namun memiliki kedudukan hukum yang berbeda.34 Pernyataan F.R. 
Bothlingk menyatakan  
 
“Wanner de heer P minister is, dan maakt de hier besproken 
gangbare opvatting een scheiding tussen de heer P in prive en de heer P 
in kwaliteit. Deze laatste meneer noemt men “orgaan”. Men kent dus aan 
ene mens P twee persoonlijkheden toe: enerzijds de personificatie van P 
in prive (de pricepersoon), anderzijds de personificatie van P in kwaliteit 
(de minister), en noemt deze laatste personificatie orgaan”.35 (Bila tuan P 
seorang menteri, maka dalam hal ini dapat diterapkan pendapat yang 
membedakan antara tuan P selaku pribadi dan tuan P dalam kualitasnya 
(sebagai menteri pen) kedudukan tuan yang terakhir ini kita namakan 
“organ”. Jadi kita mengenal seorang P dengan dua kepribadian: di satu 
sisi personikasi P selaku pribadi (manusia pribadi), dan di sisi lain 
personifikasi P dalam kualitasnya selaku (menteri), dan kedudukan 
terakhir ini merupakan perseonifikasi organ).36 
 
Jadi, berdasarkan ulasan di atas jabatan dan pejabat satu kesatuan 
yang tak terpisahkan tetapi memliki perbedaan. Jabatan merupakan 
sebuah kedudukan, fungsi atau esensi yang dilekatkan hak dan kewajiban 
sedangkan pejabat merupakan sebuah entitas yang akan menjalankan 
hak dan kewajiban atau merupakan aspek penggerak dari sebuah jabatan 
yang akan bertindak untuk dan atas nama jabatan yang melekat padanya. 
D. Kedudukan, Peran dan Fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi 
Daerah (DPOD) 
1. Kedudukan DPOD 
                                                          
34 Ridwan HR. Ibid Hal 77-78 
35 Frederik Robert Bothlingk, 1954, Het Leerstuk der Vertegenwoodiging en Zijn 
Toepassing op Ambsdragers in Nederland en in Indonesia, Juridische Boekhandel en 
Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon ‘s-Gravenhage, Hal 35. Dapat juga dilihat di buku Ridwan 
HR, ibid. Hal. 78 
36 Diterjemahkan oleh Ridwan HR, ibid, Hal 78. 
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Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan 
pembentukan DPOD. Dan selanjutnya diamanatkan untuk membentuk 
peraturan presiden dalam pengaturan lebih lanjutnya. Di dalam Peraturan 
Presiden No. 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi 
Daerah dijelaskan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi DPOD. Pada 
Pasal 5 Ayat (1) menetapkan bahwa : “dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya, DPOD bertanggung jawab kepada presiden”. Dari pasal 
tersebut menyatakan bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Otonomi 
Daerah (DPOD) berada di ranah eksekutif dan di bawah presiden 
dikarenakan dibentuk dan bertanggungjawab kepada presiden. 
2. Tugas DPOD 
Definisi tugas menurut KBBI37 yaitu, yang wajib dikerjakan atau yang 
ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 
seseorang; pekerjaan yang dibebankan.  
Dan ada beberapa ahli yang mendefinisikan tugas. Menurut, Dale 
Youder38 “the term task is frequently used to describe one potion of 
element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian 
atau satu unsur dalam suatu jabatan). Dan Stone39 juga berpandangan 
bahwa “A task is a spesicific work activity carried out to achieve a specific 
purpose” (suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan kusus yang 
dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu). 
                                                          
37 https://kbbi.kemdikbud.go.id. 
38 dalam Abd. Rasyid, 2013, Fungsi dan Tugas Balai Pelayanan Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Kota Makassar, skripsi, Fakultas 
Hukum, Universitas Hasanuddin. Hal 27 
39 Ibid. Hal 28 
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Ahli lainnya berpandangan bahwa tugas merupakan suatu kegiatan 
spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John dan Mary 
Minner40 menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu 
yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Dan menurut Moekijat41 tugas 
adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu 
jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih 
sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.  
Dari pandangan beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa tugas merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang harus 
dilakukan karena merupakan suatu tanggung jawab yang melekat pada 
jabatan untuk tujuan tertentu.  
Adapun tugas dari DPOD sebagaimana termaktub di dalam 
Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan 
Otonomi Daerah, yaitu memberikan pertimbangan kepada presiden dalam 
hal : 
1. Penataan daerah; 
2. Dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; 
3. Dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah; 
4. Penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah 




                                                          
40 Ibid  
41 Ibid.  
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3. Fungsi DPOD 
Definisi Fungsi menurut KBBI42, yakni kegunaan suatu hal, atau 
jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.  
Beberapa ahli berpandangan yakni, menurut The Liang Gie43 fungsi 
merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama 
berdasarkan sifat, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Sutarto44 
memberikan definisi yang hampir sama, yakni fungsi merupakan rincian 
tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan 
oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan 
sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat dan pelaksanaannya. Dan 
Moekijat45pun memberikan definisi singkat menyangkut fungsi, yakni 
fungsi merupakan sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. 
Jadi, fungsi merupakan aspek khusus dari suatu tugas yang intinya 
untuk menjalankan, tindakan, atau aktivitas yang dilakukan sejenis atau 
erat hubungannya satu sama lainnya. 
Adapun fungsi dari DPOD berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden 
No. 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 
sebagai berikut :  
(1) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, DPOD memiliki 
fungsi : 
a. pemberian pertimbangan terhadap hasil penilaian dan kajian 
atas usulan pembentukan daerah; 
                                                          
42 https://kbbi.kemdikbud.go.id. 
43 Nining Haslinda Zainal, 2008, Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan 
Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar, skripsi, Fakultas 
Hukum, Universitas Hasanuddin. Hal 22 
44 Ibid 
45 Ibid  
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b. pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan 
penyelesaian permasalahan yang diakibatkan oleh adanya 
pembentukan daerah dan penyesuaian daerah; 
c. pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus yang terdiri 
dari dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur 
serta dana keistimewaan; 
d. pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana bagi 
hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus untuk 
setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 
e. pemberian pertimbangan atas kebijakan penyelesaian 
permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan 
Daerah dan/atau perselisihan antara daerah provinsi/ 
kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga pemerintah non 
kementerian. 
(2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPOD 
dapat memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan 
dana desa. 
 
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi DPOD. 
Menurut Soerjono Soekanto46 faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum atau penerapan-penerapan norma-norma hukum. 
Yang sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Assiddiqie47 bahwa Penegakan 
Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk 
melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum 
terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan 
oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui 
prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya 
                                                          
46 Soerjono Soekanto, 2014 (Cet 13), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum, Rajawali Pers;Jakarta, Hal 8 
47Diambil dari makalah  Jimly Asshiddiqie yang berjudul “Pembangunan Hukum Dan 
Penegakan Hukum Di Indonesia”, Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral 
Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 
17 Februari 2006 
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(alternative desputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian 
yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala 
aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah 
normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala 
aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan 
sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Yang artinya segala 
kelembagaan yang diberikan kewenangan oleh hukum tercakup dalam 
pengertian tersebut. Dan adapun faktor-faktor tersebut, yakni,  
1. Faktor hukumnya sendiri 
Soerjono soekanto48 membatasinya pada undang-undang saja. 
Menurutnya, faktor hukum yang dapat mengganggu penegakan 
atau pelaksanaan hukum itu yaitu,  
a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. 
Seperti : undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang 
yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi 
kedudukannyapun lebih tinggi, undang-undang yang bersifat 
khusus mengenyampingkan yang lebih umum, undang-
undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-
undang terdahulu, undang-undang tidak dapat diganggu 
gugat. Dll.  
b) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan 
untuk pengaplikasian undang-undang. 
                                                          
48 Ibid. Hal 17-18 
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c) Ketidakjelasan arti kata dalam undang-undang yang 
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan 
penerapannya.  
2. Faktor penegak hukum 
Jika kita mengacu dari pernyataan jimly assiddiqie di atas 
dalam arti yang lebih luas, maka dapat dikategorikan pula proses 
penegakan hukum atau proses pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan 
Otonomi Daerah merupakan bagian dari proses pengakan 
hukum. Namun, pada buku Soerjono Soekanto lebih 
mengspesifikasinya pada law enforcement semata. Yakni pada 
bidang Kehakiman, Kajaksanaan, Kepolisian, Kepengacaraan, 
Dan Pemasyarakatan. 
 Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut 
mempunyai  kedudukan (status) peranan (rule). Kedudukan 
(sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur 
kemasyarakata, yang makin tinggi, sedang-sedang apa atau 
rendah. Kedudukan yakni berupa hak-hak dan kewajiban-
kewajiban tertentu. Pada umumnya, seseorang yang memiliki 
kedudukan tertentu dinamakan pemegang peranan (reole 
occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk 
berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban 
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atau tugas.49  Suatu peranan dijabarkan dalam unsur-unsur 
sebagai berikut50  
a. Peranan yang ideal (ideal role) 
b. Peranan yang seharusnya (expected role) 
c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (Perceived role) 
d. Peranan yang sebenarnya (actual role) 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum  
Sarana atau fasilitas merupakan suatu penunjang dalam 
penegakan hukum. Tanpa adanya hal tersebut tidak akan 
mungkin penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Sarana 
atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia 
yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan 
yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain.51 Sama 
halnya dengan DPOD tersebut pasti tidak terlepas dari sarana 
atau fasilitas dalam menunjang proses pelaksanaan tugasnya. 
4. Faktor masyarakat 
Faktor ini tidak terlepas dari faktor-faktor sebelumnya, 
karena pengakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 
untuk mencapai kedamaian di dalam masyrakat. Maka secara 
otomatis akan mempengaruhi faktor-faktor penegakan hukum. 
Yang menurut Soerjono Soekanto52 dilakukan penengahan 
                                                          
49 Ibid. Hal 19-20 
50 Ibid. 
51 Ibid Hal. 37 
52 Ibid. Hal 45 
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secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat 
mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kapatuhan 
hukumnya. 
5. Faktor kebudayaan  
Menurut Soerjono Soekanto,53 faktor kebudayaan 
sebenarnya merupakan kesatu paduan dengan faktor 
masyarakat yang sengaja dilakukan pembedaan. Karena pada 
pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang 
menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai 
suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka 
hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.54 
Adapun struktur yakni mencakup lembaga-lembaga hukum 
formal hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Substansi 
mencakup muatan atau isi norma-norma hukum beserta 
perumusannya dan penegakannya. Dan budaya (sistem) yakni 
hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilia yang mendasari 
hukum itu berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi 
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti), 




                                                          
53 Ibid. Hal 59 





A. Lokasi Penelitian. 
Dalam rangka pengumpulan data, informasi dan dasar-dasar hukum 
dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Kantor 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) khususnya Direktorat Jenderal 
Otonomi Daerah (Ditjen Otoda) dengan pertimbangan bahwa objek yang 
akan dibahas tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) 
bersekretariat di Ditjen Otoda, juga melakukan penelitian di Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia (DPD RI). 
 
B. Jenis Penelitian  
Berdasarkan fokus penelitiannya, penelitian hukum dibagi lagi 
menjadi beberapa jenis. Abdul Kadir Muhammad membagi menjadi tiga. 
yaitu, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, 
penelitian hukum empiris yang dibagi berdasarkan fokus penelitiannya.55 
Penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum 
empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai 
metode penelitian berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode 
penelitian empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari 
                                                          
55 Abdul Kadir Muhammad,  2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1 Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti, Hal. 52   
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kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis 
dalam menyusun skripsi ini. Sebagaimana diterangkan di atas, penelitian 
hukum yang dilakukan penulis dimulai dengan mengkaji ketentuan-
ketentuan hukum positif tertulis yakni UU No. 23 Tahun 2014 dan 
peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan 
pembahasan judul tersebut, kemudian mengkaji penerapan-penerapan 
hukum positif tertulis tersebut. 
 
C. Jenis dan Sumber Data. 
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan dua jenis data yang bersumber dari :  
a) Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
oleh penulis secara langsung dari sumber datanya yakni 
dengan melakukan interview di Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) terkhusus pada Direktorat Jenderal Otonomi 
Daerah, DPR RI, dan DPD RI. Data primer disebut juga 
sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to 
date (kebaruan). 
b) Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder 
ini, penulis peroleh dari berbagai literatur-literatur dan 
peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan 
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permasalahan yang diangkat penulis sebagai judul yaitu 
mengenai DPOD. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data. 
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 
penulisan skripsi ini sebagai berikut:  
a) Penelitian pustaka (Library Research), teknik mengumpulkan 
data ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan 
menganalisa dari jumlah bahan bacaan, baik buku, jurnal 
majalah, Koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan 
judul, fokus atau variabel penelitian. Dari penelitian kepustakaan 
diharapkan diperoleh landasan teori mengenai kajian dan 
analisis dari perspektif hukum tata Negara. 
b) Penelitian Lapangan (Field Research), teknik ini dilakukan 
dengan cara melakukan interview (wawancara) guna 
memperoleh informasi yang diperlukan dan lebih meyakinkan 
karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan 
narasumber yang dianggap memiliki kemampuan dan 







E. Analisis Data. 
Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisis 
deskriptif, berlandaskan data baik primer maupun data sekunder yang 
dilakukan peneliti dengan teknik pengumpulan data baik melalui Library 
research dan juga Field research yang tetap sejalan dengan topik 
permasalahan yang di bahas oleh Peneliti. Dan data akan di gambarkan 
dan dijelaskan secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh oleh 
peneliti di lokasi penelitian melalui sejumlah faktor yang relevan dengan 



















A. Gambaran Umum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 
1) Sejarah Keberadaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 
DPOD merupakan dewan (Council) yang hadir atau diadakan untuk 
mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah.56 Jadi DPOD 
diadakan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam 
kerangka pemerintahan eksekutif di dalam pengambilan kebijakan 
menyangkut perihal otonomi daerah. Untuk membahas lebih jauh 
mengenai DPOD maka terlebih dahulu penulis meninjau secara historikal 
keberadaan DPOD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Gagasan 
pertama kali diadakannya DPOD dapat ditinjau dari produk lembaga 
legislatif Indonesia di dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1975 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dilekatkannya tugas 
menyangkut pembentukan daerah, penghapusan daerah, penambahan 
penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah, dan pengembalian 
urusan yang telah diserahkan.  
Keputusan Presiden (Keppres) No. 23 Tahun 1975 tentang Dewan 
Pertimbangan Otonomi Daerah yang secara eksplisit mengatakan bahwa 
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah adalah suatu forum ditingkat pusat 
yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden 
                                                          
56 Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2015 
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dibidang otonomi daerah.57 Tugas dari DPOD sebagaimana yang tertuang 
dalam Keppres yakni, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam 
hal:  
a. Pembentukan daerah otonom 
Penghapusan daerah otonom  
b. Penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah 
c. Penarikan kembali sesuatu urusan pemerintahan yang telah 
diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah 
d. Penambahan sumber-sumber keuangan daerah termasuk 
penyerahan pajak-pajak negara menjadi pajak daerah atau 
penyerahan sebagian hasil pajak negara kepada daerah 
e. Perubahan struktur perimbangan keuangan  
f. Hal-hal lain mengenai otonomi daerah 
Untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dari DPOD 
diadakanlah sebuah entitas untuk menjalankan Fungsi dan tugas tersebut, 
yakni pejabat, yang pada komposisi atau susunan keanggotaan DPOD 
berdasar pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1975, terdiri 
atas: 
a. Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Merangkap Anggota 
b. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS sebagai Anggota. 
c. Menteri Negara KESRA sebagai Anggota. 
d. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sebagai Anggota. 
e. Menteri HANKAM/PANGAB sebagai Anggota. 
f. Menteri Keuangan sebagai Anggota  
g. Menteri/Sekretaris Negara sebagai Anggota. 
(2) Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 
adalah sekretari bukan anggota Dewan  
 
Setelah itu mengalami perubahan untuk komposisi keanggotaannya, 
sebagaimana tertuang di dalam pasal 3 Keputusan Presiden No. 131 
Tahun 1998 menjadi :  
                                                          




(1) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 
terdiri dari :  
a. Ketua merangkap angsgota adalah Menteri Dalam Negeri. 
b. Anggota :  
1. Menteri Negeri Koordinator Bidang Pengawasan 
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. 
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 
3. Menteri Negara Sekretaris Negara 
4. Menteri Keuangan  
5. Menteri Pekerjaan Umum  
6. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia.  
(2) Sekretaris, bukan anggota : Direktur Jenderal Pemerintahan 
Umum dan Otonomi Daerah. 
 
Kemudian di tahun 1999 sebagai proses peralihan rezim dari rezim 
orde baru menuju rezim reformasi maka dilakukan reivisi UU mengenai 
Pemerintahan daerah yang secara otomatis dasar pengaturan mengenai 
DPOD ikut menyesuaikan pada revisi tersebut. Maka diterbitkanlah UU 
No. 22 Tahun 1999 yang pada BAB XIII memuat mengenai DPOD. 
Setelah itu diterbitkanlah Keputusan Presiden No.49 Tahun 2000 tentang 
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai dasar hukum 
pengangkatan anggota-anggota dan juga pengaturan lebih lanjut 
mengenai DPOD tersebut.  
Mengenai tugas dan fungsi yang dilekatkan pada DPOD tidak jauh 
berbeda dari yang sebelumnya. Pada  pasal 3 Keppres No. 49 Tahun 
2000 Tugas dari DPOD memberikan pertimbangan kepada Presiden, 
dalam hal :  
1. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran 
daerah. 
2. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
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3. Kemampuan daerah kabupaten dan daerah kota untuk 
melaksanakan kewenangan tertentu, sebagaimana dimaksud 
dalam pasal II UU No. 22 Tahun 1999. 
 
Serta fungsi yang melekat padanya ada pada pasal 4 Keppres No. 
49 Tahun 2000 , yakni :  
1. Melakukan penelitian terhadap usul pembentukan, penghapusan, 
penggabungan dan pemekaran propinsi, kabupaten/kota. 
2. Memberikan pertimbangan penyusunan kebijakan otonomi 
daerah dan kebijakan tentang perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah. 
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
otonomi daerah dan kebijakan perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah. 
 
Menyangkut tugas dan fungsi DPOD yang ada pada Keppres No. 49 
Tahun 2000, tidak jauh berbeda dengan tugas dan fungsi yang dilekatkan 
pada keppres No. 131 Tahun 1998. Hanya saja komposisi yang mengisi 
jabatannya dilakukan reformulasi di dalamnya. Serta ditambahkan 
keterlibatan unsur dari pemerintah daerah. Adapun susunan 
keanggotaannya yakni:  
1. Menteri Dalam Negeri Sebagai Ketua Merangkap Anggota  
2. Menteri Keuangan Sebagai Wakil Ketua, Merangkap Anggota 
3. Menteri Negara Otonomi Daerah sebagai Wakil Ketua, 
Merangkap Anggota 
4. Menteri Pertahanan sebagai Anggota 
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Anggota 
6. Sekretaris Negara, sebagai anggota  
7. Perwakilan Assosiasi Pemerintah Daerah sebagai Anggota 
8. Wakil-Wakil Daerah, sebagai Anggota.  
 
Setelah diberlakukannya UU tersebut, di tahun kelima 
keberlakuannya kembali dilakukan revisi untuk mengakomodir segala hal 
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yang belum diatur pada peraturan sebelumnya. Maka diterbitkanlah UU 
No. 32 Tahun 2004 sebagai revisi dan mengganti UU No. 22 Tahun 1999 
sebelumnya yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Namun, 
pada UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, ada sedikit perbedaan mengenai 
kedudukan DPOD. Dalam peraturan tersebut, tidak dijelaskan secara 
eksplisit mengenai eksistensi dari DPOD. Hanya dibahasakan untuk 
penyelenggaraan otonomi daerah, Presiden dapat membentuk Dewan 
yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai kebijakan 
otonomi daerah.58 Jadi, eksistensi DPOD dalam UU No. 32 Tahun 2004 
tidak wajib adanya. Hanya dibahasakan dapat dibentuk artinya 
disesuaikan dengan kebutuhan dari Presiden. 
Diterbitkannya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2005 yang secara 
otomatis menyatakan pembentukan DPOD. Hal tersebutlah yang menjadi 
pijakan ataupun dasar yang menyatakan bahwa Presiden masih 
membutuhkan peran dari DPOD. Adapun tugas dan fungsi yang 
dilekatkan tidak jauh berbeda dengan tugas dan fungsi yang diberikan 
sebelumnya. Hanya saja komposisi keanggotaannya yang sedikit ada 
perubahan dan juga penambahan dengan menambahkan Pakar Otonomi 
Daerah dan juga Pakar Keuangan. Untuk secara jelasnya ada pada pasal 
5 ayat  (1) Perpres No. 28 Tahun 2005, sebagai berikut :  
                                                          
58 Ayat (1) Pasal 224 UU No. 32 Tahun 2004.  
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a. Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua, merangkap anggota: 
b. Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua, merangkap anggota; 
c. Menteri Pertahanan, sebagai anggota; 
d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai anggota; 
e. Menteri Sekretaris Negara, sebagai anggota; 
f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai 
anggota; 
g. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai anggota; 
h. Sekretaris Kabinet, sebagai anggota; 
i. Perwakilan Pemerintah Daerah, sebagai anggota; 
j. Pakar Otonomi Daerah dan Keuangan, sebagai anggota. 
 
Dalam sejarahnya urgensi keberadaan DPOD terus dipertimbangkan 
adanya hingga kembali dimuat langsung di dalam UU sebagai salah satu 
langkah penguatan kembali secara kelembagaan terhadap DPOD 
tersebut. Sehingga dimuatlah kembali secara eksplisit di dalam UU No. 23 
Tahun 2014 sebagai revisi terakhir peraturan mengenai Pemerintahan 
Daerah.  
Di dalam BAB XXIII Pasal 396 dan pasal 397 dijelaskan secara jelas 
mengenai pengaturan DPOD juga diamanahkan di dalamnya mengenai 
ketentuan lebih lanjut pengaturannya di dalam Peraturan Presiden. Maka 
lahirlah Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2015 mengenai pengaturan 
lebih lanjut DPOD. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya, pada 
pengaturan baru mengenai DPOD terdapat beberapa penambahan tugas 
dan fungsi dari DPOD. Dalam pasal 3 Perpres No. 91 Tahun 2015 
menjelaskan bahwa tugas dari DPOD yakni memberikan pertimbangan 
kepada presiden yang terdiri dari: 
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1. Penataan daerah; 
2. Dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; 
3. Dana perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan 
daerah; 
4. Penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan 
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.  
 
Adapun beberapa fungsi dari DPOD menurut Perpres No. 91 Tahun 
2015, terdiri dari :   
1. Pemberian pertimbangan terhadap hasil penilaian dan kajian atas 
usulan pembentukan daerah; 
2. Pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan penyelesaian 
permasalahan yang diakibatkan oleh adanya pembentukan 
daerah dan penyesuaian daerah; 
3. Pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana dalam 
rangka penyelenggaraan otonomi khusus yang terdiri dari dana 
otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur serta dana 
keistimewaan; 
4. Pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana bagi 
hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus untuk setiap 
tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
5. Pemberian pertimbangan atas kebijakan penyelesaian 
permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah dan/atau perselisihan antara daerah 
provinsi/kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga 
pemerintah non kementerian.  
6. Dan DPOD dapat memberikan pertimbangan atas rancangan 
kebijakan dana desa.   
 
2) Kedudukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam 
Sistem Ketatanegaraan. 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai pelakasanaan tugas dan 
fungsi dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), perlu kita 
tinjau terlebih dahulu mengenai kedudukan DPOD tersebut. Hal ini 
dilkakukan karena tugas dan fungsi lembaga Negara akan dipengaruhi 
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kedudukan lembaganya. Menurut Philipus M. Hadjon59 makna kedudukan 
suatu lembaga Negara dapat dilihat dari dua sisi. Yakni, pertama, 
kedudukan diaritikan sebagai suatu posisi yaitu posisi lembaga Negara 
dibandingkan dengan lembaga Negara lainya. Kedua, kedudukan 
lembaga Negara diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi 
utamanya.  
Kedudukan dari sebuah lembaga Negara dapat ditinjau juga 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya.  
Misalkan organ Negara tersebut dibentuk oleh UUD NRI Tahun 1945 
maka sumber legitimasi atau kewenangan yang diberikan terhadap 
lembaga tersebut akan lebih besar. Dan akan berbeda halnya dengan 
lembaga yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan pada hirarki 
ke bawahnya.  
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Jimly Assiddiqie60 yakni 
Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD NRI Tahun 1945 
merupakan organ konstitusi atau lembaga tinggi negara, sedangkan yang 
dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang 
atau lembaga Negara lapis dua, dan ada juga lembaga Negara yang 
disebutnya sebagai lembaga Negara lapis tiga. Sementara yang hanya 
dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan 
derajat dan perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. 
                                                          
59 Philipus M. Hadjon dalam Titiek Triwulan. Et.Al. Op.Cit. Hal 59 
60 Jimly Assiddiqie, Op.Cit. Hal 42. 
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Demikian pula jika lembaga yang dibentuk oleh peraturan daerah dan 
hirarki di bawahnya tentu akan lebih rendah.  
Menurut Jimly Assiddiqie61 juga setelah amandemen terakhir UUD 
NRI Tahun 1945 muncul lembaga-lembaga Negara sebagai bentuk 
eksperimentasi kelembagaan (institutional experimentation) yang berupa 
Dewan (Council), Komisi (Comission), Komite (Commitee), Badan (Board), 
atau otorita (Authority). Jimly Assiddiqiepun membagi dua organ atau 
lembaga Negara yakni sebagai organ utama atau primer (Primary 
constitutional organs) dan sebagai organ pendukung atau penunjang 
(auxiliary state organs). Dan pada perkembangan dewasa inipun 
berkembang pula pengaturan lembaga pemerintahan yang bersifat 
independen, seperti Bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian 
dan kejaksaan. Selain itu, muncul juga lembaga-lembaga-lembaga baru 
seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Lembaga Ombudsman, dan lain 
sebagainya. Dulunya tergabung di dalam lembaga eksekutif tetapi kini 
menjadi lembaga independen yang pengangkatannya tidak sepenuhnya 
berada pada kekuasaan eksekutif semata.62 
Berdasarkan uraian di atas, maka DPOD yang secara peraturan 
perundang-undangan dibentuk oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah. Secara eksplisit dituangkan dalam BAB XIII pasal 
396 dan pasal 397 mengenai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 
                                                          
61 Jimly Assiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 
Reformasi, Jakarta:Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Hal. 
viii 
62 Fajlurrahman Jurdi, 2016, Teori Negara Hukum, Setara Press; Malang. Hal. 226 
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Pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2016 tentang 
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang berbunyi “dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya, DPOD bertanggungjawab kepada 
Presiden”. Dari perpres tersebut, berdasarkan pembagian yang diberikan 
oleh Jimly Assiddiqie tadi, maka DPOD ada pada kategori kedua yakni 
sebagai lembaga atau organ Negara pendukung atau penunjang (auxiliary 
state organs). Jadi, sangat jelas berada sebagai penunjang atau 
pendukung berjalannya peran Negara dalam ranah eksekutif. Jadi, 
kedudukan DPOD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berada pada 
ranah eksekutif sebagai organ lapis kedua yang dibentuk oleh UU dan 
juga organ Negara pendukung atau penunjang (auxiliary state organs).  
 
B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi 
Daerah. 
DPOD memiliki tugas dan fungsi yang tertuang di dalam Peraturan 
Presiden No. 91 Tahun 2015, pada pasal 3 Perpres No, 91 Tahun 2015 
DPOD memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam 
hal:  
1. Penataan Daerah  
Penataan daerah merupakan upaya menata kembali daerah 
otonom yang ada berdasarkan parameter tertentu melalui 
pembentukan dan penyesuaian daerah.63 Pembentukan daerah 
                                                          
63 Pasal 1 poin 5 Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2015 
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terdiri atas pemekaran dan penggabungan daerah. Jadi, DPOD 
memiliki tugas mengenai pengkajian kelayakan pemekaran, 
penggabung serta penyesuaian suatu daerah.  
 
2. Dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus, 
Dana otonomi khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk 
membiayai pelaksanaan otonomi khusus satu daerah.64 DPOD 
juga secara normatif melalui forum atau sidang yang dilakukan 
patut memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai dana 
penyelenggaraan otonomi khusus. Adapun beberapa daerah yang 
dinyatakan sebagai daerah khusus seperti Nanggroe Aceh 
Darussalam, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Dan lainnya.   
3. Dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
daerah.  
Sebagai salah satu wujud di dalam mendukung penyelenggaraan 
desentralisasi atau adanya beberapa urusan pemerintahan pusat 
yang dibagikan kepada daerah maka daerah mendapat pula dana 
perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  
                                                          
64 Pasal 1 poin 6 Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2015 
46 
 
4. Penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan 
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. 
 
Pasal 4 Perpres No. 91 Tahun 2015,  
(1) untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang ada di atas, maka 
DPOD diberikan fungsi sebagai berikut: 
1. Pemberian pertimbangan terhadap hasil penilaian dan kajian atas 
usulan pembentukan daerah; 
2. Pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan penyelesaian 
permasalahan yang diakibatkan oleh adanya pembentukan 
daerah dan penyesuaian daerah; 
3. Pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana dalam 
rangka penyelenggaraan otonomi khusus yang terdiri dari dana 
otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur serta dana 
keistimewaan; 
4. Pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana bagi 
hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus untuk setiap 
tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
5. Pemberian pertimbangan atas kebijakan penyelesaian 
permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah dan/atau perselisihan antara daerah 
provinsi/kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga 
pemerintah non kementerian.  
(2) Dan DPOD dapat memberikan pertimbangan atas rancangan 
kebijakan dana desa.   
 
Sejak dibentuknya DPOD yang menjadi pertimbangan utama yang 
diberikan kepada Presiden yakni menyangkut penataan daerah yang 
terdiri atas pembentukan dan penyesuaian daerah.65 Setelah itu dilakukan 
pengembangan untuk tugas dan fungsinya sesuai dengan yang dimaktub 
di dalam UU No. 23 Tahun 2014 sebagai alas hukum baru mengenai 
                                                          
65 Nomenklatur tersebut ada pada UU No. 23 Tahun 2014. (pembentukan terdiri atas 
pemekaran dan penggabungan daerah). Dan di peraturan sebelumnya juga 
menggunakan istilah yang hampir sama yakni pembentukan, penghapusan, dan 
penggabungan daerah. (UU No. 32 Tahun 2004) yang secara substansial sama 
mengenai penataan suatu daerah. 
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Pemerintahan Daerah. Dan yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu 
mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi dari DPOD tersebut.  
Menurut Hari Andayani66, mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi 
dari DPOD. Menurut Pasal 396 ayat (2), bahwa tugas dari DPOD yakni, 
memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal : 
1. Penataan Daerah.  
Sesuai dengan yang diamanahkan UU No. 23 Tahun 2014 
mengenai salah satu penunjang tugas dan fungsi dari DPOD yakni 
pemerintah harus menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai 
Desain Besar Penataan Daerah (Disertada). Rancangan Peraturan 
Pemerintah (RPP) Disertada sudah pernah diajukan dan dibahas di 
dalam forum DPOD. Namun, RPP tersebut tidak disepakati oleh 
Wakil Presiden selaku Ketua dari DPOD, dikarenakan secara garis 
besar dalam lampiran tersebut memuat mengenai desain atau 
pemetaan mengenai penataan daerah dalam hal pemekaran. Jadi, 
dalam lampiran tersebut dipetakkan menurut estimasi beberapa 
daerah yang akan dilakukan pemekaran dalam kurun waktu 2015-
2025.  
Namun, RPP tersebut masih belum disepakati Wakil Presiden RI 
dikarenakan kendala teknis dan juga wapres masih kurang 
menyetujui konsep tersebut karena dikhawatirkan akan semakin 
banyak lahir daerah-daerah otonomi baru yang semakin dapat 
                                                          
66 Hari Handayani (Kasubdit Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 
Kementerian Dalam Negeri RI), Wawancara tanggal 22 Februari 2017.  
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membebani APBN. Sehingga diadakan moratorium hingga tahun 
2019 mengenai pemekaran daerah.  
Jadi, pelaksanaan tugas dari DPOD dalam hal penataan daerah 
telah pernah dilakukan atau sudah pernah dibukakan forum 
mengenai hal tersebut. Namun, menghasilkan keputusan yakni 
moratorium pemekaran daerah hingga tahun 2019 sekaligus 
membenahi RPP Disertada. 
Pada tugas penataan daerah terdapat fungsi yang diamanahkan 
oleh perpres no.91 tahun 2015. Yakni: 
- Pemberian pertimbangan terhadap hasil penilaian dan kajian 
atas usulan pembentukan daerah; 
- Pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan 
penyelesaian permasalahan yang diakibatkan oleh adanya 
pembentukan daerah dan penyesuaian daerah; 
 
Dari tugas tersebut yang dinilai masih belum terealisasi dengan 
baik secara otomatis mempengaruhi kedua pelaksanaan fungsi di 
atas. Jadi, untuk pelaksanaan fungsi di atas masih dinilai kurang 
optimal. 
2. Dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.  
Untuk pelaksanaan tugas ini, masih kurang optimal adanya. 
Sejak dibentuknya DPOD belum pernah dilakukan atau dibukakan 
forum dalam DPOD untuk membahas hal demikian. 
Serta secara otomatis pelaksanaan salah satu fungsi DPOD 
dalam hal Pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus yang terdiri dari 
49 
 
dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur serta dana 
keistimewaan juga tidak terlaksana.  
3. Dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
daerah. 
Pelaksanaan tugas ini sudah pernah dilakukan sebelum RAPBN 
disahkan yang dilaksanakan pada Rabu,13 Agustus 2014 dengan 
membahas beberapa rancangan kebijakan bidang perimbangan 
keuangan, sebagai berikut :  
a) Kebijakan Transfer Anggaran ke Daerah dan Daerah 
Otonomi Baru dalam RAPBN Tahun anggaran 2015  
i) Arah kebijakan transfer ke daerah dan Dana Desa TA 
2015. 
ii) Kebijakan Dana Perimbangan 
iii) Kebijakan Transfer ke Daerah untuk 18 DOB 
Pembentukan Tahun 2012-2014. 
b). Kebijakan Dana Desa dalam RAPBN TA 2015 
i). Penganggaran Dana Desa dalam APBN TA 2015 
ii). Pengendalian Dana Desa 
iii). Mekanisme dan Jadwal Penyaluran Dana Desa. 
c). Mekanisme Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS). (Untuk melihat lebih jelas Berita Acara dari 
Sidang DPOD dapat dilihat di LAMPIRAN) 
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untuk pelaksanaan tugas ini secara otomatis mempengaruhi 
beberapa pelaksanaan fungsi dari DPOD tersebut. Seperti 
pemberian pertimbangan dalam hal :  
- Pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana 
bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus 
untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
- DPOD dapat memberikan pertimbangan atas rancangan 
kebijakan dana desa.   
 
Namun, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut masih dinilai 
kurang optimal dikarenakan tidak rutin dilakukan pada setiap 
tahun anggaran. 
4. Penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan 
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.  
Untuk pelaksanaan tugas ini, belum pernah dilakukan sama 
sekali dikarenakan tidak adanya informasi yang dterima oleh 
sekretariat DPOD mengenai hal tersebut. Sehingga sampai saat ini 
belum ada permasalahan ataupun perselisihan antara daerah 
dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang 
ditangani dan menjadi pembahasan dalam forum DPOD. 
Secara normatif DPOD juga diamanahkan oleh Perpres No. 91 
Tahun 2015 untuk mengadakan sidang paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. 
Namun, pada realisasinya sejak diamanahkannya DPOD di dalam UU No. 
23 tahun 2014 sampai hari ini (22 Februari 2017) DPOD baru 
melaksanakan 2 kali sidang.  
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Hal ini sejalan dengan yang disampaikan H.M Luthfi A. Mutty,67 
pelaksanaan tugas dan fungsi dari DPOD tidak berjalan secara optimal, 
sejak di pimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Pelaksanaan 
tugas dan fungsinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan juga 
belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar 
Penataan Daerah atau yang disingkat Disertada. Jadi, menurut penilaian 
dari salah satu anggota Komisi II DPR RI tersebut menganggap 
Pemerintah sudah melanggar UU yang secara tegas mengatakan 
peraturan pelaksana dari UU tersebut paling lama 2 (dua) tahun terhitung 
sejak UU tersebut diundangkan.68 
Sejalan juga dengan yang disampaikan Muhammad Asri Anas69 
bahwa DPOD itu cenderung aktif hanya saja ketika ada pemekaran 
daerah. Tetapi evaluasi kontinyu terhadap daerah-daerah otonom tidak 
berjalan dengan baik. Daerah-daerah otonom itu seharusnya senantiasa 
dilakukan evaluasi. Tetapi peran dari DPOD tersebut tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap daerah-
daerah otonom perlu dilakukan supervisi atau pengawasan bukan hanya 
kemampuan keuangan, yang seharusnya dilakukan adalah evaluasi yang 
komprehensif yakni semangat pembentukan atau pemekaran daerah 
merupakan salah satu upaya untuk mengakselerasi pembangunan secara 
merata dan mampu membiayai daerahnya secara mandiri.  
                                                          
67 H.M Luthfi A. Mutty (Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan Kementerian 
Dalam Negeri), Wawancara tanggal 14 Februari 2017. 
68 Pasal 410 UU No. 23 Tahun 2014. 
69 Muhammad Asri Anas (Anggota Komite I DPD RI yang membidangi Otonomi Daerah). 
Wawancara tanggal 23 Februari 2017. 
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Jadi, dalam hal memberikan pertimbangan mengenai lahirnya suatu 
daerah Peran DPOD dinilai masih kurang adanya. Buktinya pada hasil 
evaluasi yang dilakukan di tahun 2016 dari 131 Daerah yang belanja 
APBDnya lebih di bebankan pada Belanja pegawai 80% merupakan 
daerah otonomi baru. Hal ini yang mengakibatkan dari lahirnya daerah 
otonomi baru tersebut semakin membebani Negara untuk memberikan 
dana perimbangan kepada daerah otonomi baru tersebut. 
Hal sejalan juga disampaikan oleh Djohermansyah Djohan,70 
berdasarkan hasil pemekaran 10 tahun terakhir, ada 80% daerah otonomi 
baru yang masih membebani pusat dalam hal pengganggarannya. Hanya 
20% yang berhasil mewujudkan kemandiriannya. Ini juga dapat ditinjau 
dari hasil temuan BPK terhadap daerah otonom baru, kinerja keuangan 
daerah pemekaran baru cukup memprihatinkan dan menghadapi masalah 
keterbatasan SDM.71 
Jadi, secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi dari DPOD 
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada ketiga lembaga 
yang berbeda yakni DPR RI, DPD RI, dan juga Direktorat Penataan 
Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD pada Kementerian Dalam Negeri RI 
untuk mencari hasil yang objektif dinilai masih belum terealisasi secara 
                                                          
70 Djohermansyah Djohan, (Pendiri Institusi Otonomi Daerah), dikutip pada laman 
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/08/078810688/80-persen-kabupaten-kota-
hasil-pemekaran-masih-menyusu-ke-pusat. Diakses pada tanggal 16 Maret 2017 Pukul. 
23.43 Wita. 
71 Soemandjaja, dalam Andik Wahyun Muqoyyidin, “Pemekaran Wilayah dan Otonomi 
Daerah Pasca Reformasi di Indonesia:Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke 
Depan”, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 2, Juni 2013 Hal. 296. 
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optimal. Hal tersebut juga dapat dilihat dari adanya beberapa 
permasalahan dari daerah otonomi baru. 
 
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Tugas 
dan Fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 
Secara umum di dalam pelaksanaan program-program atau tugas 
dan fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah lainnya 
hampir semuanya memiliki berbagai macam faktor di dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsinya. Begitupun dengan Dewan Pertimbangan Otonomi 
Daerah tersebut.  
Ekspektasi dari dibentuknya suatu lembaga pemerintahan yakni ingin 
memberikan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang akan 
memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat. Sebagaimana sudah menjadi tugas dari diadakannya 
organisasi pemerintahan di dalam sebuah Negara untuk mencapai sebuah 
staatside atau cita-cita dalam hidup bernegara.  
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 
menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya. Maka dapat ditinjau berbagai 
hal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi dari DPOD 
tersebut.  
Menurut Hari Andayani,72 yang menjadi faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi dari DPOD sebagai berikut: 
                                                          
72 Hari Andayani, S.H., M.Si. Op.Cit  
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Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPOD, terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan jika 
mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto,   
a. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum. Yang diantaranya : 
i. Sulitnya pengaturan atau penyesuaian jadwal atau agenda dari 
Ketua DPOD yakni Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini 
yang mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan sidang dari 
DPOD. 
ii. Sulitnya penyesuaian jadwal atau agenda anggota DPOD 
sehingga di dalam sidang terkadang diwakilkan yang 
mengakibatkan tidak komprehensifnya keputusan yang 
diputuskan. 
b. Faktor Hukum, yakni peraturan perundang-undangan :  
i. Belum adanya peraturan pelaksana yang diterbitkan dalam hal 
penataan daerah oleh pemerintah yang salah satunya yakni 
Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan 
Daerah (PP Disertada) yang menjadi dasar pelaksanaan dari 
beberapa tugas dan fungsi dari DPOD.  
c. Faktor Masyarakat, yakni dimana hukum itu diaplikasikan:  
i. Kurangnya informasi atau pemberitahuan dari pihak atau 
daerah-daerah yang memiliki perselisihan sehingga 
pelaksanaan dari salah tugas dan fungsi dari DPOD mengenai 
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penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan/atau perselisihan antara daerah 
dengan kementerian lembaga pemerintah non kementerian 

























Berdasarkan pembahasan skripsi di atas, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal :  
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dewan Pertimbangan 
Otonomi Daerah (DPOD) belum optimal pelaksanaannya. Hal ini 
bila ditinjau dari 4 tugas dan 5 fungsi yang diamanahkan 
peraturan perundang-undangan yang ada terhadap DPOD hanya 
beberapa tugas dan fungsinya yang dapat terealisasi itupun 
belum maksimal adanya seperti tugas penataan daerah dan juga 
pertimbangan dana perimbangan antara pusat dan daerah. Dari 
tugas tersebut secara otomatis berimplikasi pada fungsi yang 
ada. Hal tersebut juga dapat ditinjau dari adanya beberapa 
permasalahan dari daerah otonomi baru, dari beberapa daerah 
otonomi baru yang ada hanya beberapa daerah yang mampu 
mewujudkan tujuan dari dibentuknya daerah otonomi baru yakni 
untuk kemandirian daerah dan mewujudkan akselerasi 
pembangunan. Hal tersebut menjadi salah satu indikator bahwa 
pertimbangan yang diberikan DPOD terhadap lahirnya suatu 




2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi 
DPOD yakni, adanya faktor hukum itu sendiri dengan tidak 
adanya peraturan pelaksanaan yakni RPP Disertada 
(Rancangan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan 
Daerah) bagi DPOD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. 
Adanya faktor penegak hukumnya atau aparatur yang sulit 
menyesuikan jadwal dan agenda sidangnya. Dan yang terakhir 
faktor masyarakat atau lembaga lain yang menjadi objek 
pelaksanaan tugas dan fungsi dari DPOD tersebut, yakni kurang 
komunikatifnya daerah yang berselisih dengan lembaga-lembaga 
kementerian dan non kementerian. 
B. Saran.  
Dari beberapa kesimpulan yang ada, penulis memberikan beberapa 
saran, yakni :  
1. Pemerintah harus segera mengesahkan peraturan pelaksana 
mengenai pelaksanaan penataan daerah, seperti Rancangan 
Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah 
(RPP Disertada).  
2. DPOD idealnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas 
atau ahli dalam bidang otonomi daerah dan keuangan serta tidak 
menduduki jabatan lain atau secara ex officio memimpin instansi 
lain di pemerintahan. Menurut penulis perlu dilakukan reformulasi 
mengenai komposisi keanggotaan yang dimiliki DPOD untuk 
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mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari DPOD 
tersebut dengan tetap memberikan kewenangan kepada DPOD 
untuk berkoordinasi dengan para menteri terkait. 
3. DPOD perlu bekerja lebih aktif lagi agar dapat lebih responsif 
terhadap permasalahan atau perselisihan-perselisihan yang 
terjadi antar daerah dengan lembaga-lembaga non kementerian 
sehingga permasalahan yang ada dapat segera terselesaikan 
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